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menganjurkan agar kita membina 
persahabatan dengan orang 
lain, tidak egois, saling pandai 
menimbang rasa bisa memahami 
sifat, karakter atau sesuatu yang 
diharapkan oleh kerabat atau 
sahabat kita.

Timbang rasa, menurut Ka-
mus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) artinya sama-sama me-
naruh perasaan hati (perasaan 
kasih sayang, suka menolong, 
simpati, dan sebagainya). Me-
rasa empati, tidak masa bodoh 
atau cuek. Ber timbang rasa 
adalah fi trah manusia. Manakala 
kita pernah ditolong orang lain 
hendaklah kita juga mau me-
nolong orang lain. Ketika orang 
lain mau memaafkan kesalahan 

kita maka sepantasnyalah kita 
juga mau memaafkan kesalahan 
orang lain.

Manakala menyadari bahwa 
sebenarnya kita mampu berbuat 
sesuatu untuk menolong kesu-
litan orang lain, maka bersege-
ralah membantu menolongnya 
setidaknya dengan ucapan yang 
bisa melegakan hati orang lain. 
Terlebih lagi bila orang itu telah 
memintanya kepada kita. 

Pada suatu hari Rasululah 
SAW ditanya oleh sahabat be-
liau: “Ya Rasulullah, siapakah 
manusia yang paling dicintai 
Allah dan apakah perbuatan 
yang paling dicintai oleh Allah? 
Rasulullah SAW menjawab: 
“Manusia yang paling dicintai 

oleh Allah adalah manusia yang 
paling banyak bermanfaat dan 
berguna bagi manusia yang 
lain; perbuatan yang paling di-
cintai Allah adalah memberikan  
kegembiraan kepada orang lain 
atau menghapuskan kesusahan 
orang lain, atau  melunasi hutang 
orang yang tidak mampu untuk 
membayarnya, atau memberi 
makan kepada mereka yang se-
dang kelaparan dan jika seseo-
rang itu berjalan untuk  menolong 
orang yang sedang kesusahan 
itu lebih aku sukai daripada 
beri’tikaf di  masjidku ini sela-
ma satu bulan ” (HR Thabrani).  

Wallohu a’lambishshawab.
n H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

Tentu saja, didaulat menja-
di seorang pemimpin didalam 
lapangan hijau membuat Kane 
mengemban tanggung jawab ting-
gi untuk mengatur irama permain-
an Timnas Inggris guna memetik 
tiga angka di kandang sendiri. Se-
lain itu, ia juga harus bekerja pada 
tugas dasarnya dengan membidik 
gol ke gawang Slovenia di hadapan 
pendukungnya sendiri. 

Peranan kapten terhadap 
Kane ditunjuk langsung oleh 
pelatih mereka Gareth Southga-
te. Juru taktik berusia 47 tahun 
tersebut sengaja menunjuk Kane 
sebagai kapten karena pemain 
tersebut dinilai telah mampu 
memperlihatkan kepemimpinan-
nya didalam lapangan hijau. Selain 
itu kualitas yang dimiliki membuat 
pelatih mempercayakan ban kap-
ten terhadap sang bomber. 

Dengan begitu, penunjukkan 
kapten juga menjadi sebuah 
pemicu bagi seorang Harry 

Kane untuk terus membuktikan 
ketajamannya sekaligus me-
ngunci tiket lolos ke putaran 
fi nal Piala Dunia 2018 bagi The 
Three Lions, julukan Timnas 
Inggris, yang berlangsung di 
Rusia. “Dia adalah seseorang 
yang kualitas kepemimpinannya 
sangat berpengaruh bagi tim ini,” 
kata Southgate dilansir laman 
Talksport, kemarin. 

“Dan jelas, dia berada dalam 
momen yang sangat bagus da-
lam bentuk permainannya. Kami 
sangat menikmati ketika bekerja 
dengan dia dan saya mengenalnya 
sejak lama. Dia terus tumbuh dan 
juga akan mengalami waktu yang 
baik di masanya. Namun dari 
keseluruhan yang penting bagi 
saya adalah ketika kami melihat 
kelompok pemain ini bermain total 
di awal babak,” sambung dia. 

Inggris sendiri dipastikan 
lolos ke putaran fi nal Piala Dunia 
Rusia tahun depan apabila mere-

ka berhasil mengamankan keme-
nangan pada pekan ini. Saat ini 
skuad Southgate masih nyaman 
bertengger di puncak klasemen 
Grup F dengan mengumpulkan 
20 angka dari delapan laga yang 
telah dijalani. Namun kans lolos 
bisa saja gagal dicapai apabila 
mereka menelan kekalahan di 
dua laga tersisa. 

Pasalnya, mereka terus di-
buntuti Slowakia di urutan dua 
dengan mengoleksi 15 poin. 
Setidaknya, hasil imbang masih 
bisa menjaga peluang The Three 
Lions untuk menggengam tiket 
Piala Dunia tahun depan. Se-
mentara Slowakia sendiri akan 
dihadapkan dengan pertandingan 
sulit ketika mereka melakukan 
lawatan ke markas Skotlandia. 
Dimana tim asal Britania Raya 
itu juga bertekad mengamankan 
kemenangan demi menjaga kans 
lolos melalui babak playoff.

n Eka

Bukan itu saja, lewat akut 
Twitter-nya, ia juga terlihat me-
minta doa pada netizen. Hal 
itu ia tuliskan di keterangan 
fotonya. “This is my fi rst day to 
share my picture with hijab. Bis-
millahhh doain ya temen temen 
semua, semoga bukan cuma 
hijrahnya ajh tapi bisa istiqomah 
dari segala yg akan datang me-

nerpa,” ungkapnya. 
Selain itu, ia juga terlihat 

membagikan sedikit kisah per-
jalannya, hingga akhirnya man-
tap mengenakan hijab. 

“Jujur, waktu itu saya perlu 
beberapa tahun belakangan man-
tapin hati, mantapin tujuan dan 
niat. Menjauh dari hingar bingar 
datang lagi ke hingar bingar dan 

ternyata hati gak berubah malah 
semakin mantap,” kenangnya.

Ia pun berharap penampilan 
barunya ini bisa istiqomah hing-
ga akhir hayat.  “Semoga segala 
hijrah ini bisa membawa segala 
hal yang baik dan membuat 
diri saya jadi lebih baik lagi,” 
tambahnya. 

n Romi

KPK karena KPK sedang fokus 
kepada Ketua DPR, Setya No-
vanto yang prapidnya dikabulkan 
hakim PN Jaksel,” jelas Uchok.

Buat Kekacauan
Fahri Hamzah menilai pem-

bentukan Pansus OTT karena 
OTT yang dilakukan KPK sela-
ma ini telah menyalahi prosedur 
dan aturan yang berlaku. Oleh 
karena itu untuk meluruskan 
OTT yang dilakukan KPK maka 
harus dibentuk Pansus OTT 
oleh DPR.

“Saya usulkan pembentukan 
Pansus tentang norma OTT yang 
dipakai KPK karena menyalahi 
aturan. Siapa yang mulai mem-
berlakukan OTT, harus diusut 
oleh Pansus tersebut,” kata Fahri 
Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, 
Rabu (4/10/2017).

Fahri juga menegaskan, saat 
ini lembaga negara yang kerap 
membuat kekacauan di Indonesia 
adalah KPK. Oleh karenanya ia 
menyebut KPK bukan sebagai 
lembaga penegak hukum tapi 

sebagai kantor berita pembe-
rantasan korupsi. Sehingga 
banyak pihak yang mengutip 
pemberitaan dari KPK. Padahal 
isi pemberitaannya banyak 
yang bohong. Contohnya kasus 
dugaan korupsi proyek penga-
daan Kar tu Penduduk berbasis 
elektronik (e-KTP) yang meru-
gikan negara Rp2,3 triliun.

“Isinya sih banyak omong 
kosongnya. Misalnya dia (KPK) 
bilang Rp 2,3 triliun dipakai ban-
cakan di DPR. Mana? Tidak ada. 
Bohong itu. Terus katanya ada 
anggota DPR yang kembaliin, itu 
siapa yang kembaliin? Uang dari 
Nazarudin kepada Ketua Fraksi 
Partai Demokrat. Pak Jafar Haf-
sah sudah bukan anggota DPR, 
dia kembaliin. Pak Djafar ditanya, 
kenapa dikembaliin? Kata Pak 
Djafar, Saya enggak tahu waktu 
itu dikasih Nazar. Cuma mau 
clear aja. Tapi belum tentu itu 
uang e-KTP,” jelasnga.

Selain itu, sambung Fahri, 
KPK menyebut ada 14 anggota 
DPR yang terlibat dugaan korupsi 

e-KTP. KPK menyebut 14 anggota 
DPR tersebut sudah terima uang 
proyek e -KTP sejak tahun 2010. 
Namun sampai saat ini 14 ang-
gota DPR yang diduga terlibat 
e-KTP tidak jelas dan tidak dite-
tapkan sebagai tersangka. Pada-
hal jika memang benar maka 14 
orang tersebut sudah menikmati 
uang sejak tahun 2010. Sehingga 
layak untuk dijadikan tersangka. 

“Kenapa enggak jadi ter-
sangka? Kenapa yang belum 
jelas terima uang, dikoyak-koyak 
setiap hari. Dan kita dipaksa 
menerima, logika konyol ini. KPK 
ini sebenarnya kekonyolan yang 
sudah kadung kita benarkan. 
Ini yang membuat nalar publik 
rusak. Udahlah KPK tutup aja. 
Mau ngomong apa lagi saya. 
Pak presiden bilangnya kemana-
kemana, jangan ribut jangan ribut. 
Coba bikin statistik, yang bikin ribut 
di Indonesia cuma satu, cuma 
KPK. Yang lain kan enggak bikin 
ribut. Diem aja. Ini semua kan 
karena KPK,” tegasnya. 

n Safari

Menurut Direktur EWI ini, 
mestinya ditengah ekonomi yang 
sedang rendah, bukan libur yang 
harus dibanyakin tapi kerja yang 
lebih banyak agar lebih produktif. 
Industri bergerak dan ekonomi 
bergerak, bukan malah melibur-
kan yamg membuat ekonomi 
makin stagnan,” ujar Ferdinand.

Cerita Rizal Ramli
Terkait Indonesia terlalu 

banyak libur ini suatu waktu 
mantan Menko Perekonomian 
Rizal Ramli bilang, “Indonesia 
terlalu banyak libur”.  

Tak lama kemudian, Rizal Ramli 
melanjutkan ceritanya. “Saya 
mengaku salah”. Sontak saya men-
jadi bertanya-tanya dalam hati. 

“Sepuluh tahunan lalu, saya 
makan dengan seorang pejabat 
tinggi. Saya bercerita kalau baru 
aja selesai baca buku tentang ba-
gaimana PM Zho Rong Ji genjot 
ekonomi China tumbuh menjadi 
double digit.”.

“Dia (baca : pejabat tinggi) 
tertarik ingin baca bukunya. Saya 
bilang, kalau baca buku bagus, 

saya biasa garis bawahi. Pada 
Chapter 5 yang ulas tentang 
Holiday Economics, mengung-
kapkan bahwa liburan harus 
diperbanyak, supaya konsumsi 
lebih tinggi,” lanjut pesan yang 
muncul di layar smartphone. 

“Seminggu kemudian, Peja-
bat tersebut buat  rapat dengan 
menteri-menteri untuk koordinasi 
yang membahas kebijakan per-
banyak liburan, termasuk hari 
kejepit,” ungkap Rizal Ramli

Tapi ada satu yang luput 
dari cerita Rizal Ramli kepada 
pejabat tinggi itu tersebut. Bab-
bab sebelumnya dari buku yang 
mengungkap keberhasilan PM 
Zho Rong Ji genjot ekonomi Chi-
na ke double digit, tidak dibaca.

“Sayang, bab-bab sebelum-
nya yang menopang kebijakan 
Holiday Economics itu tidak 
dijalankan. Seper ti, menggen-
jot per tumbuhan, pendapatan, 
produktifi tas, infrastruktur dsb”, 
lanjut Rizal Ramli.

“Jadi, Ekonomi masih di-
bawah 6%, pendapatan dan 
produktifi tas masih rendah, tapi 

liburan sudah terlalu banyak,” 
pinta maaf Rizal Ramli diakhir 
ceritanya

Sementara itu aktivis 77/78 
Indro Tjahyono mengemukakan, 
memang pertumbuhan ekonomi 
masih rendah di atas angka 5 
sedikit. Namun produktifi tas di 
sektor informal sebenarnya me-
ningkat. Yang mungkin menurun 
adalah produktifi tas untuk ekspor. 
Hal ini terjadi karena masih 
lemahnya pertumbuhan global. 

Namun, kata Indro, pemerin-
tah harusnya memberi insentif 
terhadap sektor tertentu seperti 
industri kreatif dan per tanian 
untuk mempertahankan tingkat 
pertumbuhan. 

Misalnya pengenakan pajak 
yang tepat untuk sektor per-
tanian dan pangan sehingga 
tidak membebani rakyat.Kalau 
sekarang dikatakan daya beli 
menurun saya kira kurang tepat. 
Tingkat konsumsi di kalangan 
kelas menengah hanya menga-
lami pergeseran. Sedang rakyat 
tidak pernah mengurangi tingkat 
konsumsi. Yang ada justru pen-

dapatan mereka digunakan untuk  
bisnis kecil-kecilan agar ekonomi 
mereka tetap bertahan 

Terpisah, peneliti senior 
NSEAS berpendapat diban-
dingkan era SBY, dari segi per-
tumbuhan ekonomi Indonesia, 
kinerja  era Jokowi lebih jelek. 
Kini bahkan udah  sekitar tiga 
tahun era Jokowi, kondisi eko-
nomi kita terus menurun. Jumlah 
pengangguran orang miskin kian 
banyak. Jumlah buruh PHK kian 
banyak. Daya beli masyarakat 
kian menurun. APBN kian defi sit. 
Utang Pemerintah  kian banyak. 
Utang Pemerintah lebih banyak 
ketimbang utang swasta. K

“Kondisi rupiah kian mele-
mah terhadap dolar AS. Hari-hari 
libur semakin banyak.Per tum-
buhan ekonomi masih sekitar 5 
persen. Padahal janji kampanye 
target 5 tahun 8 persen. Masih 
jauh dari target. Sementara era 
SBY bisa capai 6.8 persen. 
Sedikit lagi jadi 7 persen. Kelas 
menengah era SBY tumbuh 
pesat,” papar Muchtar. 

n Harian Terbit/Danial

 Pengamat politik dan hukum 
Mr.Kan mengatakan, jika peme-
rintah bijaksana, maka Freeport 
harus di rebut kembali kepada 
NKRI secara utuh 100%.

“Kita harus ambil kembali 
freeport 100% kepada NKRI , usir 
AS angkat kaki dari Freeport dan 
jangan lagi perpanjang kontrak 
untuk pihak mana pun lagi selain 
NKRI sendiri yang mengelola,” 
kata Mr Kan.

Menurutnya, Negara Repub-
lik Indonesia adalah Negara Ber-
daulat yang tidak boleh di dikte 
atau di setir oleh negara luar yang 
mana pun. “Soal kontrak freeport 
ini, Apakah kita harus takut sama 
Amerika Serikat? Tentunya kita 
tidak boleh seakan takut sama 
negara AS, kita memiliki TNI, 
POLRI dan seluruh rakyat Indo-
nesia yang siap membela negara 
Republik Indonesia kapan pun? 
dan dimana pun?”.

Sementara itu pengamat 
kebijakan energi dari Center of 
Energy and Resources Indonesia 
(CERI) Yusri Usman mengatakan, 
Freeport adalah korporasi asing 
yang paling tidak menghargai 
kedaulatan sebuah negera yang 

merdeka. Bahkan Freeport  se-
cara terang benderang tidak taat 
terhadap KK maupun UU Minerba 
Nomor 4 tahun 2009.  Contoh-
nya, j ika menurut KK yang 
ditanda tanganin tahun 1997 itu 
seharusnya soal divestasi 51% 
sudah harus tuntas paling lam-
bat pada akhir desember 2011.

Namun entah alasan apa 
pemerintah pada Juli 2014 mem-
berikan kemudahan memboleh-
kan ekspor konsentrat dengan 
kewajiban menyetorkan jaminan 
kesungguhan membangun smel-
ter senilai USD 120 juta. 

Yusri menuturkan, perlu di-
pahami bahwa sikap memaksa 
kehendak oleh korporasi asing 
yang sudah menguras sumber 
daya alam lebih 50 tahun tidak 
bisa dibenarkan. Oleh karena itu 
tak salah jika publik menilai apa 
yang dilakukan PT FI sebagai 
bentuk penjajahan gaya baru 
berbaju korporasi.

“Jadi, apa bedanya dengan 
VOC yang telah menjajah Indone-
sia selama 350 tahun.  Oleh kare-
na itu harusnya pemerintah bisa 
menghentikan kontrak dengan 
PT FI yang sangat merugikan 

Indonesia tersebu,” ujar Yusri. 
Sementara itu anggota Komi-

si VII DPR Ahmad HM Ali menilai, 
sikap Freepor t yang menolak 
rencana divestasi 51 persen pe-
merintah Indonesia melalui pola 
penerbitan saham baru merupa-
kan indikasi karakter ekspansif 
geografi s. Oleh karenanya apa 
yang dilakukan Freepor t sulit 
untuk tidak disebut sebagai wa-
tak dari pada kolonialisme baru.  

“Saking baiknya, pemerintah 
bahkan berulang kali mengutak-
atik petunjuk pelaksana tentang 
ketentuan mineral dan batubara 
hanya untuk mengakomodir tun-
tutan perusahaan tersebut,” kata 
Ali kepada wartawan di Gedung 
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 
(3/10/2017).

Politikus Par tai NasDem 
ini mengatakan, selain layanan 
pajak yang murah meriah, Fre-
eport juga mendapatkan fasili-
tas keamanan demi kelancaran 
operasional. Selain itu pemerin-
tah memberikan pengampunan 
waktu untuk kegiatan ekspor kon-
sentrat pada Freeport, agar dapat 
membangun proses pengolahan 
dan pemurnian dalam negeri.

Lebih lanjut Ali menambah-
kan, penolakan Freeport meru-
pakan masalah yang krusial dan 
berpotensi membawa preseden 
buruk bagi wibawa hukum nasi-
onal. Freeport tidak menghargai 
hukum nasional yang berlaku.  

“Sulit untuk tidak mengata-
kan, bahwa apa yang dilakukan 
oleh PT Freeport telah membe-
rikan kesan tidak etis, bahwa 
mereka tidak punya itikad baik 
dalam mewujudkan kesejahte-
raan rakyat Indonesia,” katanya. 

Dirinya berharap supaya 
pemerintah segera memberikan 
ultimatum tegas, jika divestasi 51 
persen melalui penerbitan saham 
baru ditolak, maka Freeport tidak 
mematuhi kerangka hukum nasi-
onal Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah 
bisa mempercepat proses am-
bil alih lewat penerbitan dekrit 
Presiden atas persetujuan DPR 
RI, dan menyatakan Freepor t 
sebagai perusahaan yang tidak 
patuh. Hal itu dapat dikategorikan 
sebagai bisnis yang melanggar 
prinsip hubungan perdagangan 
yang berkeadilan. 

n Safari

Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Kendati begitu, kata Tjahjo, 

terdapat konsekuensi pada opsi 
pertama ini. “Konsekuensinya, 
masing-masing perlu ditunjuk 
Pelaksana tugas Gubernur dari 
Sekretaris Daerah Provinsi,” 
katanya.

Opsi kedua, lanjut Tjahjo, pe-
lantikan dilakukan sendiri-sendiri 
sesuai dengan ketentuan pro-
tokol kepresidenan. “Gubernur 
dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
masa bakti 2017-2022 dilantik 
hari Minggu tanggal 15 Oktober 
2016,” jelasnya.

Sementara untuk landasan 
hukumnya, Tjahjo mengatakan 
pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur DKI Jakar ta sesuai 
dengan UU Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua 
atas UU Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah.  

Selain itu, UU Nomor 10 
tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 
2015 tentang penetapan Pera-
turan Pemerintah Pengganti UU 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Wali Kota menjadi UU.

Tak hanya itu, ada juga UU 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi DKI Ja-

karta sebagai Ibukota NKRI.
Untuk aturan pelantikan, 

jelas Tjahjo, sesuai dengan Pasal 
11 Ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 
2007 tentang Pemerintahan Pro-
vinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota 
NKRI, bahwa Penyelenggaraan 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, dilaksanakan menu-
rut persyaratan dan tata cara 
yang diatur dalam perundang-
undangan. 

Selain itu, UU Nomor 29 
Tahun 2007 tidak mengatur 
secara eksplisit oleh Presiden di 
Ibukota negara.

“Artinya, berlaku Pasal 163 
UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
dilantik oleh Presiden Ibuko-
ta Negara. Dengan demikian, 
ketentuan pelantikan gubernur 
dan wakil gubernur DKK Jakarta 
merujuk pada ketentuan protokol 
kepresidenan,” kata Tjahjo.

“Berkenaan dengan rencana 
pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur DKI Jakarta, Mendagri 
telah bersurat kepada Presiden 
dan masih menunggu petunjuk 
dan arahan dari protokol kepre-
sidenan,” tambahnya.

Administrasi Negara
Terpisah pengamat kebijakan 

publik, Amir Hamzah menge-
mukakan, dari segi administrasi 
negara, nampaknya tidak sah 
apabila gubernur dan wakil gu-
bernur terpilih dilantik di hari 
Minggu, 15 Oktober 2017 yang 
bertepatan dengan tanggal me-
rah atau hari libur. Untuk itu ia 
meminta kepada tim Anies-Sandi 
untuk memperhatikan hal-hal 
kecil seperti ini. 

“Jangan lupa, Tanggal 15 
Okteber itu jatuh di hari Minggu. 
Apakah sah seorang presiden 
melantik gubernur di hari Minggu 
dalam administrasi negara kita? 
Ini harus diperhatikan oleh tim 
Anies-Sandi,” kata Amir di Ja-
karta, Rabu (4/10/2017).

Amir menganjurkan, apabila 
pelantikan tidak dilaksanakan 
karena tidak sesuai dengan 
administrasi negara kita, maka 
Pelaksana Tugas (Plt) juga ha-
rus ditunjuk lagi. Sebab jika 
tidak akan terjadi kekosongan 
kekuasaan.

“Kalau tidak dilantik, siapa 
Plt-nya? Ini harus dipikirkan juga. 
Kan masa jabatan (Gubernur 
DKI, red) Djarot Saiful Hidayat 
sudah habis,” ungkapnya.

Amir lalu menganjurkan agar 
Anies-Sandi teliti dalam masalah 
sekecil apapun. Tidak perlu lagi 

keduanya saat ini fokus untuk 
pencitraan. Sebab masa kampa-
nye sudah selesai, dan keduanya 
telah terpilih sebagai gubernur 
dan wakil gubernur.

“Anies-Sandi juga harus 
melibatkan banyak kelompok 
masyarakat sipil dong menyi-
kapi persoalan DKI. Jangan 
hanya jadikan masyarakat itu 
sebagai stake holder tapi juga 
harus dijadikan share holder,” 
papar Amir.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD 
DKI, Abdul Ghoni, menilai, ide-
alnya pelantikan dilakukan pada 
Senin (16/10/2017). Menurut-
nya, hari minggu merupakan hari 
libur, terutama bagi PNS.

“Kalau dilantik hari Minggu, 
saya pikir ini baru pertama kali-
nya pelantikan seorang Gubernur 
dan Wakil Gubernur ibukota 
negara dilakukan pada hari libur. 
Kan aneh,” kata dia di Jakarta, 
Rabu (4/10/2017).

Ia sekaligus mempertanya-
kan keabsahan terkait pelantikan 
di hari libur bagi PNS tersebut. 
“Apakah sah dalam peraturan?,” 
kata dia.

Sehingga, ia menyarankan 
agar pelantikan tersebut dilaku-
kan pada Senin (16/10/2017). 
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dan masyarakat. “Sebab, ke-
hadiran sosok dua pemimpin 
baru ini sangat dinantikan oleh 
pegawai maupun masyarakat,” 
ujar Taufi k yang juga Ketua DPD 
Gerindra DKI Jakarta.

Sesuai jadwal Anies-Sandi 
bersama sejumlah kepala daerah 
lainnya akan dilantik Presiden 
Jokowi pada tanggal 16 Okto-
ber.  Nantinya, kata Taufi k, pada 
acara sambutan kedatangan 
pemimpin baru tidak perlu pakai 
panggung megah.

“Cukup disambut dengan 
musik tradisional gambang kro-
mong  dan dimeriahkan berbagai 
macam makanan rakyat seperti 
jagung bakar, singkong rebus, 
kerak telor, dan aneka jajanan 
lain dari sejumlah pedagang kaki 
lima. Mereka yang hadir silakan 
makan gratis dari sajian yang 

ada,” jelas Taufi k.  

Tunggu Info Resmi
Maraknya kabar mengenai 

jadwal prosesi penyambutan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur DKI 
terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga 
Uno, dibantah oleh Juru Bicara Tim 
Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak. 
“Ini hoax,” katanya di Jakarta, 
Rabu (4/10/2017). 

Ia menerangkan, rilis resmi 
terkait jadwal tersebut nantinya 
akan segera disebarluaskan pada 
waktu yang tepat. “Nanti hanya 
dari saya (rilis resmi, red),” 
ungkapnya. 

Ia menyarankan agar se-
mua pihak tetap bersabar terkait 
jadwal prosesi penyambutan 
tersebut. “Ditunggu aja. Hari ini 
baru rapat kordinasi awal dengan 
Biro  KDH Pemprov DKI,” terang 

Firman.

‘Selametan’
Sementara itu, Gubernur 

DKI Jakarta, Anies Baswedan, 
sempat menyerukan kepada 
pendukungnya untuk menggelar 
‘Selametan’ agar pemerintahan 
yang dipimpinnya selamat sam-
pai lima tahun kedepan.

“Jangan hanya syukuran, 
selamatan supaya selamat lima 
tahun yang akan datang, karena 
kalau syukuran itu mensyukuri 
yang kemarin. Kalau selamatan 
untuk lima tahun kedepan,” ujar 
Anies beberapa waktu lalu. 

Dia mengatakan, sejak di-
tetapkan sebagai pemenang di 
Pilkada DKI Jakarta yang lalu, ia 
kerap menerima undangan dalam 
rasa tasyakuran atas terpilihnya 
pasangan Anies-Sandi. 

“Sampai sekarang masih 
banyak yang menggelar syukur-
an. Semalam juga menghadiri 
syukuran,” akunya. 

Anies menyampaikan teri-
makasih yng sebesar-besarnya 
pada masyarakat DKI yang telah 
berjuang memenangkan pasang-
an Anies-Sandi. Menurutnya, 
Jakar ta adalah milik seluruh 
rakyat Indonesia.

“Saya ucapkan terimakasih 
atas perjuangan dan doa bapak 
ibu sekalian. Jakarta bukan ha-
nya kota, Jakarta adalah ibu kota, 
itu ibu kotanya bapak ibu sekalian 
juga bukan hanya kotanya warga 
Jakarta,” ucap Anies.

“Mudah-mudahan kita dide-
katkan dengan ikhlas terus. Dan 
perjuangan ini masih panjang,” 
pungkasnya. 
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